BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA, PERLINDUNGAN HUKUM, KONSUMEN, PELAKU USAHA
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa : (Satjipto Rahardjo, 2000,
hlm. 98)

“Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini
bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam.
Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu
bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta
antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para
penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral
adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari
kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan
moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni
perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan
segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang
pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut
untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota
masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang
dianggap mewakili kepentingan masyarakat.”

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain
dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, menyatakan bahwa : (Putra, 1993,

hlm. 35)
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“Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan
yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan
juga prediktif dan antisipatif.”

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum
tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan
antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan
hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek
ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk
ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Natsir Asnawi, menyatakan bahwa : (Asnawi, 2015, hlm. 46)
“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam
hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan
pemulihan hak—hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka
perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk
menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan
subjek hukum tertentu.”

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada
seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak
berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak,
maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.

Menurut teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi
yang dibangun Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald (D. O. Susanto,
2016, hlm. 76), ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, yaitu:

a. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak itu. Ia

juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang

menjadi sasaran dari hak;
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b. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi
pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat
hubungan korelatif;

c. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak lain
untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan sesuatu
perbuatan (omission). Hal ini disebut sebagai isi hak;

d. Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang bisa
disebut sebagai objek dari hak; dan

e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu
peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada
pemiliknya.

Natsir Asnawi, juga menyatakan bahwa : (Asnawi, 2015, hlm. 46)
“Sarana hukum yang digunakan dalam perlindungan hukum
antara lain adalah perundang-undangan serta asas-asas hukum
yang berhubungan dengan hukum perdata.”

Hakekat perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum
yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat kesepakatan,
dimana pada saat mengemas klausul-klausul dalam kesepakatan, kedua
belah pihak menginginkan agar kepentingannya terpenuhi atas dasar kata
kesepakatan, termasuk pula segala bentuk resiko dapat dicegah melalui
klausul-klausul yang dikemas atas dasar kesepakatan, sehingga dengan
klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum

berimbang atas persetujuan mereka bersama.
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M. Isnaeni, berpendapat bahwa : (Isnaeni, 2016, him. 16)

“Sumber perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2
(dua) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan
perlindungan hukum internal.”

Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak,
disaat kedudukan hukum antara kedua pihak relatif seimbang dalam artinya
mereka memiliki bargaining power yang berimbang, sehingga atas dasar
hak asasi manusia, para pihak mempunyai keleluasaan untuk menyatakan
kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi landasan saat para pihak
menyusun klausul-klausul kesepakatan, sehingga perlindungan hukum
dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak.

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat
regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakekat peraturan perundang
-undangan harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Secara
proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang
sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat
dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi
pihak yang teraniaya. Misalnya, saat debitur melanggar hak kreditur, maka
kreditur perlu perlindungan hukum juga. Kemasan peraturan perundang-
perundangan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara

proporsional.
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2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-
subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif
Muchsin, menyatakan bahwa : (Muchsin, 2003, hlm. 43)

“Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan
tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan
dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta
memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu
kewajiban.”

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya
adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif
sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada
kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang
preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam
mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia
belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif
CST Kansil, menyatakan bahwa : (Kansil, 1989, hlm. 83)

“Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara,

dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah
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terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran
hukum.”

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan
suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan
Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori
perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan
pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah
dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-
pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak
pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat
utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Muntakir menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk
mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan
secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif
untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di

masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan
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damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) di
dalam negara hukum (Rechtsstaat), dan bukan negara kekuasaan
(Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan
manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: Ishaq,
menyatakan bahwa : (P.M. Hadjon, 1987, him. 17)

a. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit);

b. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit);

c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit); dan

d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran
yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan
keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis,
adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para
perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati
aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan
dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan
kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan
keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan
manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus
dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung
aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan
melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian

hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap
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tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya
kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan
tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam
pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka
pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat
dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan
keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat
perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum
dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang
senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan
hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman,
kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum tidak hanya memperkuat
substansi dan/atau arah tujuan hukum. namun fungsi hukum. Adapun
fungsi hukum harus berfokus kepada pengatur dan perlindungan terhadap
kepentingan masyarakat.

Pernyataan tersebut dibawa oleh Broinslaw Malinowski yang
menyatakan bahwa :

“Hukum tidak hanya berperan dalam keadaan-keadaan yang
penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum

juga berperan pada aktivitas sehari-hari.”

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa : (Peter Mahmud

Marzuki, 2008, hlm. 49)
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“Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang)
maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang
bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu
bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam
hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya
dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan
pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua
pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum
membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum
bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan
oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya
berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya
konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang
satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa
yang telah diputuskan.”

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan
logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga
tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat
berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, menyatakan bahwa
(Djubaedillah, 2013, hlm. 59)

“Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjada kepastian
hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan
aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau
bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi,

pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal
demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga
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akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus
dipulihkan seperti sediakala.”

Pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan
batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah
dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga
perwakilan  rakyat sebagai pembentuk  undang-undang tidak
mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan
batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal semacam itu tidak
memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya
prediktibilitas.

B. Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Konsumen
Az. Nasution, menyatakan bahwa : (Nasution, 2014, him. 22)
“Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang
memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur
hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi
kepentingan konsumen.”

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, menyatakan bahwa :
(Imaniyati, 2000, hlm. 23)

“Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri
maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan
apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang
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dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi
menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga
konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh
karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan
perlindungan hukum yang bersifat universal.”

Lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan
dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal
misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat produsen lah
yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk
yang telah tersedia dipasaran. Perlindungan terhadap konsumen sangatlah
penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan tekonologi yang
merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas
barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran
usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik
langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya
merasakan dampaknya.

Pengaturan  perlindungan  konsumen dilakukan  dengan
(Rajagukguk, 2000, hlm. 7)

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan
seluruh pelaku usaha;

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang

menipu dan menyesatkan; dan
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e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada

bidang-bidang lainnya.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen

berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen,

serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagi usaha bersama

berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional,

yaitu : (Yodo, 2015, hlm. 25)

Y

2)

3)

Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku
usaha secara keseluruhan;

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil;

Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk = memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan

pemerintah dalam arti materiil dan spritual;
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Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; dan

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha
maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.

Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen

bertujuan :

Y

2)

3)

4)

Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau
jasa;

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam meilih, menetukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses

untuk mendapatkan informasi;
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5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha; dan

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

C. Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI merupakan suatu dokumen yang ditetapkan oleh BSN dan disusun
secara konsensus dengan meliputi empat unsur stakeholder, yakni regulator
industri, konsumen, dan pakar. SNI mengatur berbagai pedoman dan
persyaratan teknis utnuk mengatur standardisasi suatu proses maupun produk
dari suatu objek pengukuran. SNI akan dikaji ulang setiap periode tertentu
agar dapat digunakan secara terus menerus oleh berbagai pihak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian menyatakan bahwa Standardisasi
adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan,
memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan
secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian menyatakan bahwa penilaian
kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem,

Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan.
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Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian menyatakan bahwa Standar Nasional
Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan
oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian menyatakan bahwa tanda SNI adalah
tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah
terpenuhinya persyaratan SNI. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian menyatakan
bahwa Perencanaan perumusan SNI disusun dalam suatu PNPS. PNPS
disusun dengan memperhatikan:

1. kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
2. perlindungan konsumen;
3. kebutuhan pasar;
4. perkembangan Standardisasi internasional;
5. kesepakatan regional dan internasional;
6. kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;
8. kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;
9. keyakinan beragama; dan
10.budaya dan kearifan lokal.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi

Dan Penilaian Kesesuaian menyatakan bahwa :



48

1.SNI dirumuskan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya,
kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi, dan/atau pengalaman;
2.Dalam hal terdapat standar internasional, SNI dirumuskan selaras dengan
standar internasional melalui:
a. adopsi standar internasional dengan mempertimbangkan kepentingan
nasional untuk menghadapi perdagangan global; atau
b. modifikasi standar internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim,
lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi
spesifik lain.
3. Untuk kepentingan nasional, SNI dapat dirumuskan tidak selaras dengan
standar internasional.
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi
Dan Penilaian Kesesuaian menyatakan bahwa :
1. Perumusan SNI dilaksanakan oleh BSN;
2. Hasil perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
rancangan SNI;
3. Dalam melaksanakan perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), BSN membentuk komite teknis;
4. Komite teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
b. Pelaku Usaha dan/atau asosiasi terkait;

c. konsumen dan/atau asosiasi terkait; dan d. pakar dan/atau akademisi.
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5. Pembentukan dan ruang lingkup serta susunan keanggotaan komite teknis
ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN.
D. Pertanggungjawaban Pidana
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa
belanda menyebutkan toerekenbaarheid, dalam bahasa Inggris criminal
responsibility atau criminalliability. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan
Saleh menyebut pertanggungjawaban pidana, sedangkan Moeljatno
mengatakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ahli hukum lainnya
lebih banyak menyebutkan sebagai pertanggungjawaban pidana. (Hertini,
2015, hlm. 166)

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem
yang dibangun oleh hukum pidana unutk bereaksi terhadap pelanggaran
atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. (Chairul Huda, 2006,
hlm. 70) Menurut Roeslan Saleh dalam buku karya Hanafi Amrani dan
Mahrus Ali menyatakan bahwa bahwa pertanggungjawaban pidana
merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yan gada pada
perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat
dipidana karena perbuatannya tersebut. (Hanafi Amrani dan Mahrus Alj,
2015, hlm. 211)

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep /liability

dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa :
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“I use simple word liability forthe situation whereby one
may exact legaly and other is legaly subjeced to
theexcaxtion.”

Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu
kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari
seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan
tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi
menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada
dalam suatu masyarakat. (Romli Atmasasmita, 2000, hlm. 65)

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan  pengertian
pertanggungjawaban pidana:

a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan
suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya
pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya
dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak
pidana mampu bertanggungjawab apabila : (Teguh Prasetyo, 2010,
hlm. 85)

1) Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya
bertentangan dengan hukum; dan

2) Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran
tadi.

b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian

pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan
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kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu : (Eddy O.S.

Hiarij, 2014, hlm. 121)

1)Pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-
sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;

2)Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu
bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan

3)Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-
unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan
menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat
mengerti makna danakibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat
menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna
dan akibat tingkah lakunya). (Teguh Prasetyo, 2010, hlm. 86)

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana
Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai
pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan
perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum,
namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat
dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana
apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat

tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus
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adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggunjawab dapat dilihat dari keadaan batin
orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menetukan adanya
kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan
pidana harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat
inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-
ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. (Matalatta, 1987, pp. 41—
42)

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal
maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada
gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan

dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut

1)Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal
nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum;

2)Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah
akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah

sakit gila selama-lamanya satutahun untuk diperiksa; dan
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3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi

Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang
melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah
(subective guilt). Disinilah pemberlakuan Asas Tiada Pidana Tanpa
Kesalahan (geen straf zonder schuld) atau Nulla Poena Sine Culpa.
Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa
kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat
(schuldfahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit) artinya keadaan jiwa si
pembuat harus normal;

2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa
kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) ini disebut bentuk-bentuk
kesalahan; dan

3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada

alasan pemaaf.

Penegakkan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk
menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era
modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai

dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara
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moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat

beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak

termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan
untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

(Mardjono Reksodiputro, 2014, p. 76)

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan
penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar
benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

4. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh
badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang
melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yangsesuai dengan keadaan dan
situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam
bentuk perundang- undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan
yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif;

5. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan
hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian
hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta
menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat
undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum
harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini

dapat disebut sebagai tahap yudikatif;
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6. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara
konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat
pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan
pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam
melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan
pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan
tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang- undangan pidana
yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu
daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung
tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap
formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan
perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat
dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan,
pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan
pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam
menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi
dalam hal melaksanakan hukum pidana. (Muladi, 2010, p. 30)

Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana
merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum
itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum
pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan

tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang
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melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan
situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya
dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil
perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat
keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu perundang-undangan
yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan
hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian
sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas
menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang
telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini
aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan
daya guna. (Shafrudin, 2018, p. 4)

Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan
(pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.
Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan
perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembuat undang-undang
melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Faktor/komponen penegakan hukum pidana dalam hal ini dapat dibagi
menjadi tiga jenis, yaitu: (Shafrudin, 2018, p. 4)

1. Faktor Penegak Hukum Faktor yang menunjukan pada adanya
kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di
dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi:

a. Badan pembentuk undang-undang atau lembaga Legislatif;
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b. Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian,
Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan; dan
c. Aparat pelaksana pidana.

2.Faktor Nilai Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktifitas dalam
penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula
penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukan
betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang
baik;

3. Faktor Substansi Hukum Faktor substansi hukum ini merupakan hasil
aktual (output) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem
hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung
kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik
buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.
Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat
ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para
penegak hukum.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan

represif, yaitu : (Andrisman, 2007, p. 69)

1. Non Penal

Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum
oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan
eksekutif dan kepolisian;

2. Penal
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Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga
terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah
secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil.
Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui
berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang
lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

F. Pelaku Usaha
1. Pengertian Pelaku Usaha
Janus Sidalabok, menyatakan bahwa : (Sidalabok, 2014, him. 13)

“Produsen-pelaku usaha diartikan sebagai pengusaha yang
menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini,
termasuk di dalamnya pembuat, grosir, dan pengecer. Produsen
tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik
yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang
terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai
ke tangan konsumen.”

Dalam konteks perlindungan konsumen, produsen-pelaku usaha
diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk
makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka
yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan
olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik
(pembuat), distributor, eksportir, importer, dan pengecer.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
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kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan

usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 3)

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku;

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen

tidak sesuai dengan perjanjian.
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Selanjutnya masing-masing kewajiban pelaku usaha tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Beritikad baik

Kewajiban beritikad baik berarti produsen-pelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukannya
dengan itikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan
aturan-aturan, serta dengan penuh tanggung jawab.
Memberi informasi

Kewajiban memberi informasi berarti produsen-pelaku usaha
wajib memberi informasi kepada masyarakat konsumen atas
produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan
konsumen. Informasi itu adalah infornasi yang benar, jelas, dan
jujur.
Melayani dengan cara yang sama

Kewajiban melayani berarti produsen-pelaku usaha wajib
memberi pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta
tidak membedabedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara
diskriminatif.
Memberikan kesempatan mencoba

Kewajiban memberi kesempatan berarti produsen-pelaku
usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji
atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan

membeli atau tidak membeli, dengan maksud agar konsumen
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memperoleh  keyakinan akan kesesuaian produk dengan
kebutuhannya.
Memberi kompensasi

Kewajiban memberi kompensasi berarti produsen-pelaku
usaha wajib memberi konpensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian
kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk
memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan karena tidak

sesuainya produk yang diterima dengan yang diperjanjikan.

b. Hak Pelaku Usaha

Hak-hak pelaku usaha sebagaimana diatur didalam OPasal 6

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, yaitu :

Y

2)

3)

4)

Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik;

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau

jasa yang diperdagangkan; dan
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5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundangundangan lainnya.
Larangan Bagi Pelaku Usaha
Menurut Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, larangan bagi pelaku
usaha adalah :
1) Larangan sehubungan dengan berproduksi dan memperdagangkan
barang dan/ atau jasa
a) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

(1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan
dalam label atau etiket barang tersebut;

(3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan
jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

(4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket,
atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

(5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu
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sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
barang dan/atau jasa tersebut;

(6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,
etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang
dan/atau jasa tersebut;

(7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atau barang
tertentu,

(8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,
sebagaimana pernyataan ‘“halal” yang dicantumkan label;
dan

(9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang
yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau
netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta
keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan
harus dipasang/dibuat.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,

cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi

secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan

pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau

tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar; dan
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d) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan
ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa

tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.



